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PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 

NOMOR 12 TAHUN 2015 
TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
PRANATA NUKLIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, 

Menimbang : a.  bahwa untuk mendapatkan formasi Jabatan Fungsional 
Pranata Nuklir yang tepat sesuai dengan beban kerja 
yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu 
secara profesional, perlu suatu pedoman dalam 
menyusun formasi jabatan fungsional pranata nuklir 
baik di instansi pusat maupun instansi daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pedoman 
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata 
Nuklir; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3676); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 
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  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4332); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5467); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 4019); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5258); 

  11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 97 Tahun 2012; 

  12. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012; 
  13. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang 

Badan Tenaga Nuklir Nasional; 
  14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor  KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman 
Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban 
Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai 
Negeri Sipil; 

  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan 
Angka Kreditnya; 

  16. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 
14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional 
Nomor 16 Tahun 2014; 

  17. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir 
Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
12 Tahun 2014 dan Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata 
Nuklir dan Angka Kreditnya; 
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  18. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 
15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan 
Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN 
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR. 

Pasal 1 
Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir 
dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam 
menyusun formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir di lingkungan 
instansi masing-masing. 

Pasal 2 
Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 3 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Agustus 2015 

KEPALA 
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, 

 
DJAROT SULISTIO WISNUBROTO 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 1 September 2015 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 

 

YASONNA H. LAOLY  
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LAMPIRAN 
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2015 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN 
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR 

 

PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
PRANATA NUKLIR 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. LATARBELAKANG 

1.  Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara, disebutkan pada ayat (1) bahwa, Setiap 
Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis 
jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban 
kerja.Pada ayat (2) dinyatakan bahwa, Penyusunan kebutuhan 
jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 
(satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan, dan pada ayat (3) 
dinyatakan bahwa, Berdasarkanpenyusunan kebutuhan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan 
kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional.   

2. Berdasarkan  Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa promosi PNS 
dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, 
kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, 
penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, 
kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada 
Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, 
dan golongan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa, Setiap PNS yang 
memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan 
ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.  

3. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan PemerintahNomor 40 Tahun 2010, disebutkan  
bahwa  pengangkatan  Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan 
fungsional pada Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan. 
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